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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola 

kepemerintahan yang baik, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik 

pada seluruh unit organisasi dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum 

pemerintahan di bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan agar lebih efisien, 

efektif, transparan, dan akuntabel, dipandang perlu menstandarkan prosedur kerja 

setiap kegiatan pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi serangkaian petunjuk tertulis 

yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pusdiklat Tenaga 

Administrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam penyusunan SOP, 

diperlukan adanya Pedoman Penyusunan SOP yaitu dokumen yang berfungsi 

sebagai acuan dalam penyusunan SOP yang memuat langkah-langkah persiapan 

penyusunan, tahap-tahap penyusunan, serta pembuatan diagram alur kegiatan dari 

setiap unit organisasi. 

Keberhasilan dalam penyusunan SOP memerlukan komitmen pimpinan 

yang kuat terhadap organisasi, berkemauan, tegas, dan menerima serta melakukan 

perubahan. Pimpinan merupakan change leader (pemimpin perubahan) yang akan 

memberikan arah dan petunjuk bagi seluruh pegawai yang menjadi bawahannya. 

Terdapat siklus dari penyusunan SOP diantaranya: persiapan penyusunan SOP; 

penilaian kebutuhan SOP; penyusunan dokumen SOP; pengembangan SOP; 

penerapan SOP; dan monitoring dan evaluasi SOP.  

Juknis penyusunan SOP bertujuan untuk mendukung dalam mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin kelancaran serta transparansi 

penyelesaian suatu jenis kegiatan pelayanan internal dan eksternal di lingkungan 

Pusdiklat Tenaga Administrasi. 

  

 

https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permenko/2020/2020pmmarves004.pdf
https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permenko/2020/2020pmmarves004.pdf
https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permenko/2020/2020pmmarves004.pdf
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B. Maksud dan Tujuan 

1.  Maksud  

Menyusun petujuk teknis yang dijadikan acuan dalam Penyusunan SOP  yang 

memuat langkah-langkah persiapan penyusunan, tahap-tahap penyusunan, 

serta pembuatan diagram alur kegiatan dari setiap unit organisasi Standar 

Operasional Prosedur (SOP) menjadi serangkaian petunjuk tertulis yang 

dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas yang ada di Pusdiklat 

Tenaga Administrasi.  

2.  Tujuan 

Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Standar Operasional Prosedur (SOP) 

adalah tersedianya acuan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) pada Pusdiklat Tenaga  Administrasi. 

C  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam petunjuk teknis ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) 

yang merupakan rangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses 

penyelenggaraan tugas-tugas yang ada di Pusdiklat Tenaga Administrasi. 

D.  Pengertian Umum 

1. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang 

dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, 

bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan 

2. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalah 

standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3. Administrasi pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan 

fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah; 

4. SOP administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci 

dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana 

dengan lebih dari satu peran atau jabatan; 

5. SOP teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang 

dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau 

jabatan. 
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BAB II 

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PADA PUDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI 

 

 

A. Konsep Dasar 

Standar Opersaional Prosedur (SOP) merupakan suatu prosedur/ tahapan yang 

ditetapkan untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu yang dapat dilaksnakan 

dan diikuti oleh semua ASN Pusdiklat Tenaga Administrasi. Dengan adanya SOP 

maka pekerjaan menjadi lebih sistematis, karena SOP dipakai sebagai pedoman 

untuk langkah-langkah yang diambil dan diikuti untuk mencapai hasil kerja yang 

baik. Dalam menyusun SOP harus menggunakan prinsip sebagai berikut: 

1.  SOP harus jelas, lugas dan tertulis sederhana. Pastikan SOP dapat dimengerti 

dan mudah duterapkan. 

2.  SOP tertulis harus terukur dari segi waktu dan biaya 

3.  SOP yang dibuat harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan 

kebutuhan yang ada. 

 

 

B.  Tujuan  

Tujuan penyusunan SOP adalah menciptakan ukuran standar kinerja bagi Aparatur 

Sipil Negara (ASN) yang akan memberikan cara konkrit untuk memperbaiki kinerja 

serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan dan mengurangi tingkat 

kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh ASN dalam melaksanakan 

tugas. 

 

C.  Sasaran. 

Sasaran penyusunan SOP adalah tersedianya : 

1. SOP Rutin 

2. SOP Pelayanan 

3. SOP Penugasan 
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D.  Siklus Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

1. Identifikasi Kebutuhan SOP yang akan menghasilkan judul-judul SOP; 

2. Menetapkan Format; 

3. Menyusun Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan (LKIK); 

4. Mengubah LKIK menjadi SOP draft 1; 

5. Melakukan pembahasan SOP draft 1, hasilnya adalah SOP draft 2; 

6. Melakukan pembahasan SOP draft 2, hasilnya adalah SOP darft 3; 

7. Finalisasi SOP yang dihasilkan; 

8. Pemberlakuan SOP. SOP yang ada harus/ hendaknya dimonitor 6 bulan sekali 

oleh Tim Penjamin Mutu pada Pusdiklat Tenaga Administrasi; 

9. SOP yang ada harus/ hendaknya dievaluasi selama 1 tahun sekali, evaluasi 

tersebut akan menghasilkan : 

- SOP yang masih bisa diterapkan tanpa dilakukan perbaikan/ tidak diubah; 

- SOP yang harus disesuaikan/ diubah  

- SOP yang belum ada dan harus dibuat yang baru 

- SOP yang sudah tidak sesuai lagi/ tidak relevan akan dihilangkan/ di non 

aktifkan. 

E.  Jenis 

Adapun jenis-jenis SOP yang ada dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

adalah seperti pada uraian berikut ini. 

1.  SOP berdasarkan Sifat Kegiatan 

Berdasarkan sifat kegiatan maka SOP dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, 

yaitu: 

a.  SOP Teknis 

Prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu 

orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan. Setiap prosedur 

diuraikan dengan sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinan-kemungkinan 

variasi lain. 

SOP teknis ini pada umumnya dicirikan dengan: 

1)  Pelaksana kegiatan berjumlah satu orang atau satu kesatuan tim kerja atau 

satu jabatan meskipun dengan pemangku yang lebih dari satu; 
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2)  Berisi langkah rinci atau cara melakukan pekerjaan atau langkah detail 

pelaksanaan kegiatan.  

SOP teknis banyak digunakan pada bidang-bidang yang menyangkut pelaksana 

tunggal yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dengan peran yang 

sama pula, antara lain: dalam bidang teknik, seperti: pemeliharaan asrama, 

pemeliharaan studio, dan lain-lain. 

Contoh SOP Teknis adalah: SOP Penandatanganan Naskah Dinas Elektronik. 

 

b.  SOP Administratif 

SOP administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci 

dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau 

pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan. 

SOP Administratif ini pada umumnya dicirikan dengan: 

1)  Pelaksana kegiatan berjumlah banyak atau lebih dari satu aparatur atau 

lebih dari satu jabatan dan bukan merupakan satu kesatuan yang tunggal; 

2)  Berisi tahapan pelaksanaan kegiatan atau langkah-langkah pelaksanaan 

kegiatan yang bersifat makro ataupun mikro yang tidak menggambarkan 

cara melakukan kegiatan. 

SOP administratif mencakup kegiatan lingkup makro dengan ruang lingkup 

yang besar dan tidak mencerminkan pelaksana kegiatan secara detail dan 

kegiatan lingkup mikro dengan ruang lingkup yang kecil dan mencerminkan 

pelaksana yang sesungguhnya dari kegiatan yang dilakukan. 

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan lingkup makro, SOP 

administratif dapat digunakan untuk proses-proses perencanaan, 

pengganggaran, dan lainnya, atau secara garis besar proses-proses dalam 

siklus penyelenggaraan administrasi pemerintahan.  

Contoh SOP Administrasi adalah: SOP Penyusunan Dokumen Mutu 

Pelatihan, SOP Benchmarking Sistem Penjaminan Mutu Internal. 

 

2.  SOP Menurut Cakupan dan Besaran Kegiatan 

SOP menurut cakupan dan besaran kegiatan dikategorikan ke dalam dua jenis, 

yaitu: 
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a.  SOP Makro adalah SOP berdasarkan cakupan dan besaran kegiatannya 

mencakup beberapa SOP (SOP mikro) yang mencerminkan bagian dari 

kegiatan tersebut atau SOP yang merupakan integrasi dari beberapa SOP 

(SOP mikro) yg membentuk serangkaian kegiatan dalam SOP tersebut. SOP 

makro ini tidak mencerminkan kegiatan yang sesungguhnya dilakukan oleh 

pelaksanaanya.  

Contoh: SOP Penyelenggaraan Kegiatan.  

Di dalamnya SOP tersebut ada SOP kecil atau SOP mikro seperti SOP 

Pelaksanaan Rapat; SOP Pendokumentasian; SOP Pelaksanaan Kegiatan. 

b.  SOP Mikro adalah SOP yang berdasarkan cakupan dan besaran 

kegiatannya merupakan bagian dari sebuah SOP (SOP makro) atau SOP 

yang kegiatannya menjadi bagian dari kegiatan SOP (SOP makro) yang 

lebih besar cakupannya. 

Contoh: SOP Penanganan Surat Masuk, SOP Pemberian Tanggapan 

terhadap Surat Masuk, dan SOP Pengiriman Surat SOP merupakan SOP 

mikro dari SOP Pengelolaan Surat.  

 

3.  SOP Menurut Cakupan dan Kelengkapan Kegiatan 

SOP menurut cakupan dan kelengkapan kegiatan dikategorikan kedalam dua 

jenis, yaitu: 

a. SOP Final adalah SOP yang berdasarkan cakupan kegiatannya telah 

menghasilkan produk utama yang paling akhir atau final.  

Contoh: SOP Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrastor. 

b. SOP Parsial adalah SOP yang berdasarkan cakupan kegiatannya belum 

menghasilkan produk utama yang paling akhir atau final, sehingga 

kegiatan ini masih memiliki rangkaian kegiatan lanjutan yang 

mencerminkan produk utama akhirnya. 

Contoh: SOP Rencana Aksi Perubahan dan Pelaporan Aksi Perubahan 

untuk Pelatihan PKA. 

4.  SOP Menurut Cakupan dan Jenis Kegiatan 

SOP menurut cakupan dan jenis kegiatan dikategorikan ke dalam dua jenis, 

yaitu: 



7 
 

a.  SOP Generik (Umum) adalah SOP berdasarkan sifat dan muatan 

kegiatannya relatif memiliki kesamaan baik dari kegiatan yang di-SOP-kan 

maupun dari tahapan kegiatan dan pelaksananya. Variasi SOP yang ada 

hanya disebabkan perbedaan lokasi SOP itu diterapkan. Contoh: SOP 

Pengelolaan Keuangan di Pusdiklat Tenaga Administrasi dan SOP 

Pengelolaan Keuangan di Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan 

Keagamaan memiliki SOP generik: SOP Pengelolaan Keuangan Sekretariat 

Badan Litbang dan Diklat dengan aktor: KPA, PPK, Bendahara, dst. 

b.  SOP Spesifik (Khusus) adalah SOP berdasarkan sifat dan muatan 

kegiatannya relatif memiliki perbedaan dari kegiatan yang di-SOP kan, 

tahapan kegiatan, aktor (pelaksana), dan tempat SOP tersebut diterapkan. 

SOP ini tidak dapat diterapkan di tempat lain karena sifatnya yang spesifik 

tersebut. Contoh: SOP Review Borang Akreditasi Program Pelatihan pada 

Pusdiklat Tenaga Administrasi hanya berlaku pada Pusdiklat Tenaga 

Administrasi  tidak berlaku bagi instansi yang lain. 

 

F.  Format  

Dasar dalam penentuan format penyusunan SOP adalah : 

- berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam suatu prosedur; 

- berapa banyak langkah dan sub langkah yang diperlukan dalam suatu prosedur;  

- siapa yang dijadikan target sebagai pelaksana SOP; dan 

- apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan SOP ini. 

1.  Format Umum SOP 

Secara umum Format SOP dapat kita kategorikan ke dalam empat jenis, yaitu: 

a.  Langkah sederhana (Simple Steps) 

Simple steps adalah bentuk SOP yang paling sederhana. SOP ini biasanya 

digunakan jika prosedur yang akan disusun hanya memuat sedikit kegiatan 

dan memerlukan sedikit keputusan yang bersifat sederhana. Format SOP ini 

dapat digunakan dalam situasi yang hanya ada beberapa orang yang akan 

melaksanakan prosedur yang telah disusun. Dan biasanya merupakan 

prosedur rutin dan sederhana. Dalam simple steps ini kegiatan yang akan 
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dilaksanakan cenderung sederhana dengan proses yang pendek yang 

umumnya kurang dari 10 (sepuluh) langkah. 

b.  Tahapan berurutan (Hierarchical Steps) 

Hierarchical Steps ini merupakan format pengembangan dari simple steps. 

Format ini digunakan jika prosedur yang disusun panjang, lebih dari 10 

langkah dan membutuhkan informasi lebih detail, akan tetapi hanya 

memerlukan sedikit pengambilan keputusan. Dalam hierarchical steps, 

langkah-langkah yang telah diidentifikasi dijabarkan kedalam sub-sub 

langkah secara terperinci. 

c.  Grafik (Graphic) 

Format Grafik (graphic) dipilih, jika prosedur yang disusun menghendaki 

kegiatan yang panjang dan spesifik. Dalam format ini proses yang panjang 

tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub proses yang lebih pendek yang hanya 

berisi beberapa langkah. Format ini juga bisa digunakan jika dalam 

menggambarkan prosedur diperlukan adanya suatu foto atau diagram. Format 

grafik ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami prosedur yang ada 

dan biasanya ditujukan untuk pelaksana eksternal organisasi (pemohon). 

Salah satu varian dari SOP format ini adalah SOP Format Annotated Picture 

(gambar yang diberi keterangan) yang biasanya ditujukan untuk pemohon 

atau pengguna jasa sebuah pelayanan. 

d.  Diagram Alir (Flowcharts) 

Flowcharts merupakan format yang biasa digunakan jika dalam SOP tersebut 

diperlukan pengambilan keputusan yang banyak (kompleks) dan 

membutuhkan opsi jawaban (alternatif jawaban) seperti: jawaban “ya” atau 

“tidak”, “lengkap” atau “tidak”, “benar” atau “salah”, dsb. yang akan 

mempengaruhi sub langkah berikutnya. Format ini juga menyediakan 

mekanisme yang mudah untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaksana 

(pegawai) melalui serangkaian langkah-langkah sebagai hasil dari keputusan 

yang telah diambil. Penggunaan format ini melibatkan beberapa simbol yang 

umum digunakan dalam menggambarkan proses (umumnya berjumlah 30 

simbol). Simbol-simbol tersebut memiliki fungsi yang bersifat khas (teknis 

dan khusus) yang pada dasarkan dikembangkan dari symbol dasar flowcharts 
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(basic symbols of flowcharts) yang terdiri dari 4 (empat) simbol, yaitu simbol 

kapsul (terminator), simbol kotak (process), simbol belah ketupat (decision) 

dan anak panah (arrow). 

Format SOP dalam bentuk flowcharts ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: 

Linear Flowcharts (diagram alir linier) dan Branching Flowcharts (diagram 

alir bercabang). Linear Flowcharts dapat berbentuk vertikal dan horizontal. 

Ciri utama dari format linear flowcharts ini adalah ada unsur kegiatan yang 

disatukan, yaitu: unsur kegiatan atau unsur pelaksananya dan menuliskan 

rumusan kegiatan secara singkat di dalam simbol yang dipakai. SOP format 

ini umumnya dipakai pada SOP yang bersifat teknis. Sedangkan Format 

Branching Flowcharts memiliki ciri utama dipisahkannya unsur pelaksana 

dalam kolom-kolom yang terpisah dari kolom kegiatan dan menggambarkan 

prosedur kegiatan dalam bentuk simbol yang dihubungkan secara bercabang-

cabang. Dalam format ini symbol yang digunakan tidak diberi tulisan 

rumusan singkat kegiatan. Tulisan hanya diperlukan untuk memberi 

penjelasan pada symbol kegiatan yang merupakan pengambilan keputusan 

(simbol “decision” atau belah ketupat). SOP format ini umumnya 

dipergunakan untuk SOP Administratif. 

 

2.  Format SOP AP 

Format SOP AP yang dipergunakan dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi 

adalah sebagai berikut: 

a.  Format Diagram Alir Bercabang (Branching Flowcharts) 

Format yang dipergunakan dalam SOP AP adalah format diagram alir 

bercabang (branching flowcharts) dan tidak ada format lainnya yang dipakai. 

Hal ini diasumsikan bahwa prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah termasuk di Pusdiklat Tenaga Administrasi yang memuat 

kegiatan yang banyak (lebih dari sepuluh) dan memerlukan pengambilan 

keputusan yang banyak. Oleh sebab itu untuk menyamakan format maka 

seluruh prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan 

dibuat dalam bentuk diagram alir bercabang (branching flowcharts) termasuk 
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juga prosedur yang singkat (sedikit, kurang dari sepuluh) dengan/atau tanpa 

pengambilan keputusan. 

b.   Menggunakan hanya Lima Simbol Flowcharts 

Simbol yang digunakan dalam SOP AP hanya terdiri dari 5 (lima) simbol, 

yaitu: 4 (empat) simbol dasar flowcharts (Basic Symbol of Flowcharts) dan 1 

(satu) simbol penghubung ganti halaman (Off-Page Conector). Kelima simbol 

yang dipergunakan tersebut adalah sebagai berikut: 

1)  Simbol Kapsul/Terminator (       ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai 

dan berakhir; 

2)  Simbol Kotak/Process (      ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan 

eksekusi; 

3)  Simbol Belah Ketupat/Decision (      ) untuk mendeskripsikan kegiatan 

pengambilan keputusan; 

4)  Simbol Anak Panah/Panah/Arrow (     ) untuk mendeskrpsikan arah 

kegiatan (arah proses kegiatan);  

5)  Simbol Segilima/Off-Page Connector (       ) untuk mendeskripsikan 

hubungan antar simbol yang berbeda halaman. 

 

Dasar penggunaan 5 (lima) simbol dalam penyusunan SOP AP adalah: 

1)  SOP AP mendeskripsikan prosedur administratif, yaitu kegiatan kegiatan 

yang dilaksanakan oleh lebih dari satu pelaksana (jabatan) dan bersifat 

makro maupun mikro dan prosedur yang bersifat teknis yang detail baik 

yang menyangkut urusan administrasi maupun urusan teknis; 

2)  Hanya ada dua alternatif sifat kegiatan administrasi pemerintahan yaitu 

kegiatan eksekusi (process) dan pengambilan keputusan (decision); 

3)  Simbol lain tidak dipergunakan disebabkan karena prosedur yang 

dideskripsikan bersifat umum tidak rinci dan tidak bersifat teknis 

disamping itu kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan sudah 

langsung operasional tidak bersifat teknikal (technical procedures) yang 

berlaku pada peralatan (mesin); 

4)  Penulisan kegiatan dalam prosedur bersifat aktif (menggunakan kata 

kerja tanpa subyek) dengan demikian banyak simbol yang tidak 
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dipergunakan, seperti: simbol pendokumentasian, symbol persiapan, 

simbol penundaan, dan simbol lain yang sejenis; 

5)  Penyusunan SOP AP ini hanya memberlakukan penulisan flowcharts 

secara vertikal, artinya bahwa branching flowcharts dituliskan secara 

vertikal sehingga hanya mengenal penyambungan simbol yang 

menghubungkan antar halaman (simbol segilima/off-page connector) dan 

tidak mengenal symbol lingkaran kecil penghubung dalam satu halaman. 

c.  Pelaksana dipisahkan dari kegiatan 

Penulisan pelaksana dalam SOP AP ini dipisahkan dari kegiatan. Oleh karena itu 

untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu dan tumpang-tindih 

(overlapping) yang tidak efisien maka penulisan kegiatan tidak disertai dengan 

pelaksana kegiatan (aktor) dan dipisahkan dalam kolom pelaksana tersendiri. 

Dengan demikian penulisan kegiatan menggunakan kata kerja aktif yang diikuti 

dengan obyek dan keterangan seperti: menulis laporan; mendokumentasikan 

surat pengaduan; mengumpulkan bahan rapat; mengirim surat undangan kepada 

peserta; meneliti berkas, menandatangani draft surat net, mengarsipkan 

dokumen. Penulisan pelaksana (aktor) tidak diurutkan secara hierarki tetapi 

didasarkan pada sekuen kegiatan sehingga kegiatan selalu dimulai dari sisi kiri 

dan tidak ada kegiatan yang dimulai dari tengah maupun sisi kanan dari matriks 

flowcharts. 

Gambar 1 

Contoh Format SOP AP 
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d.  Dokumen SOP AP 

1.  Unsur Dokumentasi 

Unsur dokumentasi merupakan unsur dari Dokumen SOP yang berisi hal-hal 

yang terkait dengan proses pendokumentasian SOP sebagai sebuah dokumen. 

Adapun unsur dokumentasi SOP AP antara lain mencakup: 

a.  Halaman Judul (Cover) 

Halaman judul merupakan halaman pertama sebagai sampul muka sebuah 

dokumen SOP AP. Halaman judul ini berisi informasi mengenai: 

▪ Judul SOP AP; 

▪ Instansi/Satuan Kerja; 

▪ Tahun pembuatan; 

▪ Informasi lain yang diperlukan. 

Berikut adalah contoh halaman judul sebuah dokumen SOP AP, halaman 

judul ini dapat disesuaikan dengan kepentingan instansi yang membuat. 

 

Gambar 2 

Contoh Halaman Judul Dokumen SOP AP 
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b.  Keputusan Pimpinaan/ Pengesahan Pimpinan 

Dokumen ini harus memiliki kekuatan hukum, maka setelah halaman judul, 

disajikan Keputusan Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi sebagai pengesahan 

tentang penetapan dokumen SOP AP ini. 

c.  Daftar isi dokumen SOP AP 

d.  Penjelasan singkat penggunaan 

Sebagai sebuah dokumen yang menjadi manual, maka dokumen SOP AP 

hendaknya memuat penjelasan bagaimana membaca dan menggunakan dokumen 

tersebut. Isi dari bagian ini antara lain mencakup: Ruang Lingkup, menjelaskan 

tujuan prosedur dibuat dan kebutuhan organisasi; Ringkasan, memuat ringkasan 

singkat mengenai prosedur yang dibuat; dan Definisi/Pengertian-pengertian 

umum, memuat beberapa definisi yang terkait dengan prosedur yang distandarkan. 
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2.  Unsur Prosedur 

Unsur prosedur merupakan bagian inti dari dokumen SOP AP. Unsur ini dibagi 

dalam dua bagian, yaitu Bagian Identitas dan Bagian Flowchart. 

a.  Bagian Identitas 

Bagian Identitas dari unsur prosedur dalam SOP AP dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1)  Logo dan Nama Instansi/Satuan Kerja/Unit Kerja, nomenklatur satuan/unit 

organisasi pembuat; 

2)  Nomor SOP AP, nomor prosedur yang di-SOP-kan sesuai dengan tata 

naskah dinas yang berlaku di Pusdiklat Tenaga Administrasi; 

3)  Tanggal Pembuatan, tanggal pertama kali SOP AP dibuat berupa tanggal 

selesainya SOP AP dibuat bukan tanggal dimulainya pembuatannya; 

4)  Tanggal Revisi, tanggal SOP AP direvisi atau tanggal rencana Ditinjau 

ulangnya SOP AP yang bersangkutan; 

5)  Tanggal Efektif, tanggal mulai diberlakukan SOP AP atau sama dengan 

tanggal ditandatanganinya Dokumen SOP AP; 

6)   Pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat satuan 

kerja. Item pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama 

pejabat yang disertai dengan NIP serta stempel/cap instansi; 

7)  Judul SOP AP, judul prosedur yang di-SOP-kan sesuai dengan kegiatan 

yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki; 

8)   Dasar Hukum, berupa peraturan perundang-undangan yang mendasari 

prosedur yang di-SOP-kan beserta aturan pelaksanaannya; 

9) Keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang 

distandarkan dengan prosedur lain yan distandarkan (SOP AP lain yang 

terkait secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan dan menjadi 

bagian dari kegiatan tersebut). 

10) Peringatan, memberikan penjelasan mengenai kemungkinan kemungkinan 

yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. 

Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin 

muncul dan berada di luar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan, 

serta berbagai dampak lain yang ditimbulkan. Dalam hal ini dijelaskan pula 
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bagaimana cara mengatasinya bila diperlukan. Umumnya menggunakan 

kata peringatan, yaitu jika/apabila-maka (if-than) atau batas waktu (dead 

line) kegiatan harus sudah dilaksanakan; 

11) Kualifikasi Pelaksana, memberikan penjelasan mengenai kualifikasi 

pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur 

yang distandarkan. SOP Administrasi dilakukan oleh lebih dari satu 

pelaksana, oleh sebab itu maka kualifikasi yang dimaksud adalah berupa 

kompetensi (keahlian dan ketrampilan) bersifat umum untuk semua 

pelaksana dan bukan bersifat individu, yang diperlukan untuk dapat 

melaksanakan SOP ini secara optimal. 

12)  Peralatan dan Perlengkapan, memberikan penjelasan mengenai daftar 

peralatan utama (pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait 

secara langsung dengan prosedur yang di-SOP-kan. 

13)  Pencatatan dan Pendataan, memuat berbagai hal yang perlu didata dan 

dicatat oleh pejabat tertentu. Dalam kaitan ini, perlu dibuat formulir-

formulir tertentu yang akan diisi oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam 

proses. (Misalnya formulir yang menunjukkan perjalanan sebuah proses 

pengolahan dokumen pelayanan perizinan. Berdasarkan formulir dasar ini, 

akan diketahui apakah prosedur sudah sesuai dengan mutu baku yang 

ditetapkan dalam SOP AP). Setiap pelaksana yang ikut berperan dalam 

proses, diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa yang sudah 

dilakukannya, dan memberikan pengesahan bahwa langkah yang 

ditanganinya dapat dilanjutkan pada langkah selanjutnya. Pendataan dan 

pencatatan akan menjadi dokumen yang memberikan informasi penting 

mengenai “apakah prosedur telah dijalankan dengan benar”. 

Gambar 3 

Contoh Bagian Identitas SOP AP 
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b.  Bagian Flowchart 

Bagian Flowchart merupakan uraian mengenai langkah-langkah (prosedur) 

kegiatan beserta mutu baku dan keterangan yang diperlukan. Bagian Flowchart 

ini berupa flowcharts yang menjelaskan langkah-langkah kegiatan secara 

berurutan dan sistematis dari prosedur yang distandarkan, yang berisi: Nomor 

kegiatan; Uraian kegiatan yang berisi langkah-langkah (prosedur); Pelaksana 

yang merupakan pelaku (aktor) kegiatan; Mutu Baku yang berisi kelengkapan, 

waktu, output dan keterangan. Agar SOP AP ini terkait dengan kinerja, maka 

setiap aktivitas hendaknya mengidentifikasikan mutu baku tertentu, seperti: 

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan persyaratan/kelengkapan yang 

diperlukan (standar input) dan outputnya. Mutu baku ini akan menjadi alat 

kendali mutu sehingga produk akhirnya (end product) dari sebuah proses benar-

benar memenuhi kualitas yang diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam 

standar pelayanan. Untuk memudahkan dalam pendokumentasian dan 

implementasinya, sebaiknya SOP AP memiliki kesamaan dalam unsur prosedur 

meskipun muatan dari unsur tersebut akan berbeda sesuai dengan kebutuhan 

instansi masing-masing. 

Gambar 4 

Contoh Bagian Flowchart SOP AP 
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G.  Penetapan Dokumen SOP AP 

Penetapan SOP AP sebagai sebuah peraturan yang mengikat bagi seluruh unsur 

yang ada di Pusdiklat Tenaga Administrasi diharapkan dapat diaplikasikan oleh 

pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.   

 

H.   Langkah-Langkah Penyusunan SOP AP 

Keberhasilan penyusunan SOP AP memerlukan pimpinan yang memiliki komitmen yang 

kuat terhadap organisasi, berkemauan, tegas, dan menerima serta melakukan perubahan. 

Pimpinan merupakan aktor inti perubahan (agent of change) yang akan menjadi anutan 

bagi seluruh pegawai yang menjadi bawahannya. 

Penyusunan SOP AP meliputi siklus sebagai berikut: 

1.  Persiapan, 

2.  Penilaian Kebutuhan SOP AP (sampai mucul judul terpilih) 

3.  Pengembangan SOP AP, (sampai SOP disahkan dan dijilid)  

4.  Penerapan SOP AP, (dimulai dari sosialisasi yang harus dipahami semua) 

5.  Monitoring dan Evaluasi SOP AP. 
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Gambar 5 

Siklus Penyusunan SOP AP 

 

Secara rinci tahapan penyusunan SOP AP melalui proses sebagai berikut: 
 

 

Gambar 6 

Rincian Tahapan Penyusunan SOP AP 
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1. Persiapan Penyusunan SOP AP 

Membentuk tim dan kelengkapannya 

Tugas tim antara lain: 

- melakukan identifikasi kebutuhan; 

- mengumpulkan data; 

- melakukan analisis prosedur; 

- melakukan pengembangan; 

- melakukan uji coba; 

- melakukan sosialisasi; 

- mengawal penerapan; 

- memonitor dan melakukan evaluasi; 

- melakukan penyempurnaan-penyempurnaan; 

- menyajikan hasil-hasil pengembangan mereka kepada pimpinan. 

 

2.  Penilaian Kebutuhan SOP AP 

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan penilaian 

kebutuhan, yaitu: 

a. Lingkungan Operasional 

b. Kebijakan Pemerintah. 

c. Kebutuhan Organisasi dan Pemangku Kepentingan 

 

I.  Pengembangan SOP AP 

Tahap selanjutnya setelah kita melakukan penilaian kebutuhan (need assessment) 

adalah melakukan pengembangan SOP AP. Sebagai sebuah standar yang akan 

dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan tugas keseharian organisasi, maka 

pengembangan SOP AP tidak merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sekali 

langsung jadi, tetapi memerlukan riviu berulang kali sebelum akhirnya menjadi SOP 

AP yang valid dan reliabel yang benar-benar menjadi acuan bagi setiap proses dalam 

organisasi. Pengembangan SOP AP pada dasarnya meliputi lima tahapan proses. 

Kegiatan secara berurutan yang dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Informasi dan Indentifikasi Alternatif; 

2. Analisis dan Pemilihan Alternatif; 

3. Penulisan SOP AP; 

4. Pengujian dan Riviu SOP AP; 

5. Pengesahan SOP AP. 
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J.  Penerapan SOP AP 

Proses penerapan harus dapat memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut ini dapat 

tercapai: 

1. Setiap pelaksana mengetahui SOP AP yang baru/diubah dan mengetahui alasan 

perubahannya; 

2. Salinan/copy SOP AP disebarluaskan sesuai kebutuhan dan siap diakses oleh 

semua pengguna yang potensial; 

3. Setiap pelaksana mengetahui perannya dalam SOP AP dan dapat menggunakan 

semua pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk menerapkan SOP AP 

secara aman dan efektif (termasuk pemahaman akan akibat yang akan terjadi bila 

gagal dalam melaksanakan SOP AP); 

4. Terdapat sebuah mekanisme untuk memonitor/memantau kinerja, 

mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin muncul, dan menyediakan 

dukungan dalam proses penerapan SOP AP. 

 

K.  Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP AP 

Pelaksanaan penerapan SOP AP harus secara terus menerus dipantau sehingga proses 

penerapannya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam setiap upaya 

monitoring akan menjadi bahan yang berharga dalam evaluasi sehingga 

penyempurnaan-penyempurnaan terhadap SOP AP dapat dilakukan secara cepat 

sesuai kebutuhan. 
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BAB III 

PENUTUP 

 
 
Petunjuk Teknis ini sebagai acuan minimal dalam Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) pada Pusdiklat Tenaga Administrasi.  

 



PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT

2023

KEMENTERIAN AGAMA


